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Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

disampaikan pada
Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

pada Sistem OSS

Jakarta, 11 Februari 2026

BUPRLY) i csistom Terjage ©NN———



KEMENTERIAN KX<P,  EKONQMI BIRU Imm - panganbiry.
KELAUTAN DAN 2096 3 Q8

PERIKANAN Landasan Yuridis Penataan Ruang Laut

‘Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan

Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan pada setiap aspek Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan
bagian integral dari pengelolaan tata ruang Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut’

(UU 6/2023 Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2))

[
&

. 1.Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN
UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 PERENCANAAN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RUANG LAUT RTR KSN.
2.Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT.
UU No 32 Tahun 2014

tentang Kelautan

UU No 6 Tahun 2023

tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

1
1
1
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yang meliputi Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL. 1
1
1
1
1

I
1
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' PEMANFAATAN
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang .
PP No 28 Tahun 2025 !
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko e .
Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021 1.Penilaian pelaksanaan KKPRL.
2.Penilaian Perwujudan RTR/RZ.
] R ER A LR HEE T R LR ﬁiﬁiﬁﬁgﬁ#ﬁ# 3.Pemberian Insentif atau Disinsentif.
Keputusan Direktur Jenderal PRL No 50 Tahun 2023 RUANG 4.Pengenaan Sanksi.

5.Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL
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BerAKHL, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 2



' PERIKANAN

s " )55&%”&?53‘2& Pemanfaatan Ruang Laut 2006 HRusNLaRyTE sy 08

1

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Perairan Pesisir WAJIB memiliki Kesesuaian Kegiatan diberikan untuk kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat yy

- UU Nomor 6 Tahun 2023 * biofarmakologi Laut; * kegiatan usaha minyak
Pasal 18 angka 12 Pasal 16 ayat (2) * bioteknologi Laut; dan gas bumi;
« pemanfaatan air Laut * kegiatan usaha
selain energi; pertambangan minerba;

* pengumpulan data dan

* wisata bahari; -
penelitian;

* pengangkatan benda

muatan kapal tenggelam; ° pertahanan dan
o keamanan,;
» telekomunikasi; )
_ _ * penyediaan sumber daya
* instalasi air:
ketenagalistrikan;
_  Pulau buatan;
* perikanan; )
* dumping;
« perhubungan; o
« mitigasi bencana; dan

» kegiatan pemanfaatan
ruang laut lainnya.

UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 19 angka 7 Pasal 47A ayat (2)

G I e riang ot 3
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Contoh / Bentuk
Pemanfaatan Ruang
Laut

Bangunan Laut
Instalasi Laut
Reklamasi

Dumping Hasil Keruk

Instalasi Laut

Reklamasi
Laut Tertata =~2) BerAKHLAK

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
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PERIKANAN

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

TAHAPAN PERTZINAN = ;
BERUSAHA e e e e ——

KESESUAIAN KEGIATAN PERSETUJUAN

PEMANFAATAN RUANG LINGKUNGAN
. Kewenangan Kewenangan | |
Menteri KP  : Di Ruang Laut . Menteri LH : Di Laut dan K/L/D Sektor:
e - N e e e , Menteri ATR : Di Ruang Darat Darat ' | - Migas !
- PBG & SLF : (Persetujuan Bangunan Gedung dan . i | - Minerba ;
| Sertifikat Laik Fungsi) s ~=5 : Output*™: ' Output: ' | - Perikanan :
m@ e o |+ Persetujuan Kesesuaian Keg Persetujuan Lingkungan | - Perhubungan,
= = P P ! | J gKung ' | - Pariwisata, dll.... !
‘Setelah memenuhi persyaratan dasar, ' Pemanfaatan Ruang Laut . (UKL-UPL/ Amdal) : !
' = g i (Persetujuan); | . Output: :
'amha lllll s : - * Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan " Resiko:
Perizinan | Berusaha (PB) : Diterbitkan melalui : Pemanfaatan Ruang Laut | = Rendah-NIB ;
I (Konfirmasi) : | = Menengahrendah—NIB & Standar |
Perizinan Pendukung (PB. UMKU) : Untuk | | | = Menengah tinggi - NIB & Standar !
kegiatan  tertentu. yang memeriukan izin : ; ' = Tinggi— NIB & Izin !

B ot PP 21/2021 PP 22/2021 PP 28/2021 dll

A~~~y )
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Ruang Laut

— Persetujuan KKPRL

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan melalui

(KKPRL)
— Konfirmasi KKPRL
SUBJEK HUKUM

KEGIATAN Pemerintah Pusat/Daerah* Masyarakat Lokal dan

Pelaku Usaha _ _ Non Strategis Masyarakat

Strategis Nasional Nasional Tradisional**

Berusaha Persetujuan KKPRL X X X
P :
Non Berusaha Persetujuan KKPRL Persetujuan KKPRL Konfirmasi KKPRL E;ﬁ:fﬂin

* Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN

dan/atau APBD
** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan

hidup sehari-hari
*** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitasi Persetujuan KKPRL secara komunal

o~ > '
o roreoe 2erakiaK (O
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
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PERIKANAN

Pra Pendaftaran

Pendampingan KKPRL untuk

mendapatkan informasi:

1. Informasi peruntukan
dan/atau arahan
pemanfaatan ruang dalam
RTR/RZ

2. Kelengkapan data spasial
dan/atau non spasial yang
disyaratkan dalam
permohonan Pendaftaran
KKPRL

3. Status perizinan dan/atau
non perizinan yang telah
dimiliki oleh Pemohon

4. Teknis penyusunan
dokumen permohonan
dan/atau pemetaan lokasi
rencana yang akan
dimohonkan

5.  Teknis penggunaan Sistem
0SS dan/atau Sistem
Elektronik Kementerian

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

Alur Penerbitan Persetujuan KKPRL
Berdasarkan PP 28/2025

Tata cara pendaftaran
0SS

Melengkapi dokumen

permohonan yang terdiri

dari:

1. Koordinat Lokasi

2. Rencana bangunan
dan instalasi di laut

3. Informasi
pemanfaatan ruang
laut

4. Data kondisi terkini
Lokasi dan data
hidro-oseanografi

5. Persyaratan
reklamasi (jika
kegiatan dilakukan
dengan cara
reklamasi)

6. Persyaratan lainnya

d.

— 4

REVISED

209

EKONOMI BIRU mimi  panganbiry.
= INDONESIA EMAS =

Verifikasi Dokumen

¥

Penilaian Teknis

¥

Verifikasi Lapangan

perbaikan 2x
masing-masing 5 hari

2 X 5 HARI

Pemeriksaaan

pemeriksaan 2x
masing-masing 5 hari

TAGIHAN PNBP

Tagihan PNBP

Pembayaran
PNBP

3 x 7T HARI
KALENDER

08

POVERTY GRowTH

2| [ ] RGETED]
KKPRL

Proses Penerbitan
KKPRL

Riwayat Aktivitas

SAKTI WANYU TRINGGONO
) A .

Dokumen Susam O Tanaa Tangen

HSRA AFRIAN

Doturmen Teloh Diem

DROIT MERDUAWAN ASMAF

&

Dokurmen Taloh Di Parof

KARTIKA USTRIANA

Dokurren Teleh Of Porc?

DAONT £K0 PRASETIVO

Dotumen Teloh Df Faro?

DUDE MUMAMAD SUSLAN

Dokumen Teloh Of Porof

RA ATRIAN

Ootarman Teloh Ditkim

b 4




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Apabila terdapat kegiatan yang
memanfaatkan ruang laut di Kawasan Suaka
Alam atau Kawasan Pelestarian Alam ‘

.

Kkp as/Mans mamas an halen s .
PROSES BISNIS KKPRL 2055 %" yucp panganiiy O Q 24
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 20257 "N s LAaut

Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh KI/L terkait kepada KKP paling
lama 5 Hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan

Apabila melewati jangka waktu, tahapan penilaian dilakukan tanpa rekomendasi
atau pertimbangan

Tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan

15 Hari Kerja 5 Hari Kerja
REKOMENDASI MEMERLUKAN Apabila jangka waktu 6 Hari
KEMENHUT REI}I(_qu\gERT&?TSI terlampaui, persetujuan
KKPRL diterbitkan secara
otomatis oleh Sistem OSS
i . . . . . 7 hari kalender tiap SPS . .
5 Hari Kerja 20 Hari Kerja 2 Hari Kerja (maks 3 kali SPS) 6 Hari Kerja
—“ » — - ﬁ * » .- ¥ »
PENDAFTARAN PEMERIKSAAN PENILAIAN PENERBITAN PEMBAYARAN PROSES PENERBITAN
KEBENARAN DOKUMEN TAGIHAN (SPS) PNBP PENERBITAN PERSETUJUAN KKPRL
*Lengkap
by System DIKEMBALIKAN ® @
5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja
Ql Sp Ql S§
’ v g g : X
PERBAIKAN (1) PEMERIKSAAN PERBAIKAN (2) PEMERIKSAAN ' DITOLAK
YT leutTertata =~o) BerAKHL 61() — oleh Pelaku Usaha - DOK PERBAIKAN - oleh Pelaku Usaha DOK PERBAIKAN




KEMENTERIAN KXP. EKONOQMI BIRU I iy,
KELAUTAN DAN -m D ON LS R EMAs B@ Q§

PERIKANAN Pendaftaran KKPRL

No Jenis Dokumen Unggah Dokumen Status Catatan

Pendaftaran Persetujuan KKPRL

Dokumentasi pendukung terkait kegiatan reklamasi yang memuat:

a) rencana pengambilan sumber material Reklamasi: 1
1 b) rencana pemanfaatan Iahan Reklamasi: . - ) dllakUKan Oleh PemOhon dengan
c) gambaran urmum pelaksanaan Reklamasi: dan Ukl‘!ran maksimal dokumen: 5 M8 men am ai kan ermOhonan
d) jadwal rencana pelaksanaan kerja: Jenls dokumen: POF y p p
melalui Sistem OSS dilengkapi
2 Rencana Bangunan dan Instalasi Laut )

. quram maksimal dokumen : 5 MB i den an dokumen erS aratan
Keg Iata n Jenis dokurmen: PDF g p y

Be rusaha 3 Informasi Pemanfaatan Ruang Laut Usimaldokumen:SMB -
(Persetujuan) Jenis dokumen: POF Format Dokumen Persyaratan dapat

Pilih Dokum H
diunduh pada
4 Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi) (opsional) Ukuran maksimal dokumen: 5 MB

- http://bit.ly/format_PKKPRLaut

‘opsional

]
=i

B
=

B
3

Pilth Dokum
Persyaratan |zin Lainnya

*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah Ukuran maksimal dokumen: 15 M8

Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR
‘opsional

) Sasita’: Yoo Putis)Puisesa| Paiaemera e o R T H 1
T L Pendaftaran Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha
Kegiatan ol g\ atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang
Non Berusaha s O o e, = 5 diselenggarakan oleh Kementerian

Perizinan KKPRL

(Persetujuan
dan Konfirmasi)

https://le-sea.kkp.go.id/

A )
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g/ PERIKANAN Penilaian Permohonan KKPRL

Proses Penilaian Dokumen Permohonan berupa
penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR
dan/atau RZ vyang Telah Ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-Undangan RTRWP/ RZWP-3-K

RTR KSN / RZ KSN

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR
dan/atau RZ dilakukan dengan Asas Berjenjang
dan Komplementer

RZ KSNT

| BERDASARKAN > |

—_~ > .
' e ——— Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 10
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PERIKANAN Penilaian Permohonan KKPRL

)
00

Proses penilaian dokumen permohonan MEMPERHATIKAN:

Keberadaan wilayah Hak lintas damai, hak Pemanfaatan Ruang Kebebasan untuk Keberadaan koridor
Kelestarian ekosistem  perlindungan situs budaya lintas transit, dan hak Laut di Kawasan peletakan pipa dan/atau instalasi pipa dan/atau
pesisir dan pulau- dan fitur geomorfologi Kepentingan lintas alur laut kepulauan  perbatasan yang dalam kabel bawah laut di kabel bawah laut yang
pulau kecil Laut yang unik nasional bagi kapal asing proses perundingan wilayah yurisdiksi telah ada; dan/atau
&
Keberadaan wilayah Kepentingan Keberadaan Perjanjian Keberadaan daerah Kebebasan untuk Pelaksanaan perbaikan
perlindungan dan Masyarakat dan wilayah internasional di bidang penangkapan ikan pembangunan pulau atas pipa dan/atau kabel
pelestarian biota Laut nelayan tradisional pertahanan dan batas maritim tradisional berdasarkan ~ buatan dan instalasi di bawah laut yang telah
keamanan negara perjanjian internasional  laut di wilayah yurisdiksi ada.

PermenKP Nomor 28 Tahun 2021
Pasal 125 ayat (3)

Laut Tertata —~2) BerAKHI.AK

Ekosistem Terjaga  mmmmms we e

Penataan Ruang Laut 11
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% KELAUTAN DAN o e ~~J37D “INDONESIA EMAS
PERIKANAN Penilaian Dokumen Permohonan KKPRL

Proses penilaian dokumen permohonan MEMPERTIMBANGKAN:

? Fungsi Peruntukan Zona 9 Kebutuhan Ruang untuk Mendukung
% Kepentingan Kegiatan
d Daya Dukung dan Daya Tampung/ Pemanfaatan Ruang Laut yang
Ketersediaan Ruang Laut Telah Ada
é )
Jenis Kegiatan dan Skala Usaha 0%) Teknologi yang Digunakan
vy v - Utama « Mikro
* Pendukung . Kecil ,
) Ig/lenengah \’ Potensi Dampak Lingkungan yang
» Besar "
Ditimbulkan
. J \

PermenKP Nomor 28 Tahun 2021
Pasal 125 ayat (4)

_ >
Laut Tertata —~2) B er AKHLAK

25 Petsvoran e rtcem tompeten
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KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tarif PNBP PKKPRL

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan,
dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021

o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

— >
raut Tertata =2 BerAKHLAK

e rmentss reavanan st rtcee | ompater
Harnaren oyt ibagad < siscrms

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN

_I TARIF

(Rupiah)

XII.

PERSETUJUAN

KESESUAIAN

KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

LAUT

A. Pemanfaatan Ruang

untuk

Kegiatan yang Menctap di Laut

Bawah Laut

. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel

per izin

e S =

| 18.680.000,00

128.595.000,00 +
227.800,00 per
km (di luar
kawasan
konservasi) +
7.500.000,00

per km (di

dalarm kawasan
konservasi)

C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa

Bawah Laut

1. Pipa Air Bersih/Air Baku

2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku

per izin

per izin

148.595.000,00
+ 2.500.000,00
per km (di luar
kawasan
konservasi) +
7.500.000,00

| per km (di
dalam

konservasi)

148.595.000,00 +

25.000.000,00
per km (di luar
kawasan
konservasi) +
75.000.000,00
per km (di
dalam kawasan
konservasi)

kawasan |

BRimas 2 08

Tagihan PNBP hanya
boleh diterbitkan dari
Satker dalam hal ini
Sekretariat Ditjen PRL.

Pelaku usaha tidak
diperkenankan
menerbitkan Tagihan
secara mandiri

Contoh :

Perusahaan A
memohonkan PKKPRL
seluas 1 Ha,
berdasarkan hasil
penilaian disetujui 0,7 ha
maka Perusahaan A akan
dikenakan tagihan PNBP
sebesar

0,7 x Rp 18.680.000,-
yaitu

Rp 13.076.000,-

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 13



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN

PERIKANAN Format Penerbitan KKPRL

"
At S e —

PERSETUJUAN

Dasar:

Perka BKPM No 4 /2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal

KONFIRMASI

Kkp .
EKONOQMI BIRU m - panganbiry
—m =INDONESIA EMAS ~

Produk Konfirmasi dan
Persetujuan KKPRL terdiri

dari 4 (empat) Bagian

1 | LEMBAR UTAMA

2 | LEMBAR KOORDINAT

3 | LEMBAR PETA

4 KEWAJIBAN

LEMBAR HAK DAN

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
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PERIZINAN DASAR /
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL) @

PERCEPATAN PROSES PERIZINAN

Melakukan inovasi “JEMPOL” (Jemput Bola)

Penerapan Service Level Agreement (SLA) sesuai PP mm
4046 | 815 |

PENYELENGGARAAN KKPRL

28/2025

Pelayanan Hotline KKPRL pada Weekend & di luar hari 4.094
kerja;
Layanan Gerai Perizinan KKPRL SEKTOR

0 200 400 600 800 100012001400

SISTEM INFORMASI Pipa/Kabel Bawah Laut 38‘
Pertambangan | | 484
Aplikasi e-SEA terhubung dengan OSS dengan mekanisme Per_ik?nan | g
Bl‘ldglng Pariwisata | 290 1
Kepelabuhan 546
Integrasi antara e-SEA dan SIMPONI dalam memproses tagihan Infrastruktur *27 5
dan pembayaran PNBP Industri 267
Energi 9'7
Aplikasi pengesahan dokumen KKPRL oleh Menteri KP e | 242

menggunakan BSRe
Perizinan KKPRL mendukung Investasi dan Serapan Tenaga

Aplikasi voice menjadi dokumen. Memberikan kemudahan Kerja di ruang laut, khususnya di sektor Perikanan,

kepada Pelaku usaha skala kecil dalam membuat dokumen Kepelabuhanan Pertambangan, Pariwisata, Industri &

permohonan KKPRL Infrastruktur




' KEMENTERIAN
% KELAUTAN DAN
O Fakta KKPRL

-~

Dokumen Permohonan KKPRL diserahkan
Secara fisik pada Layanan KKPRL di KKP

Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL
dipungut biaya

Tarif PNBP PKKPRL mahal

Permohonan KKPRL hanya dapat dilakukan
sekali saja

Semua Permohonan KKPRL harus dilakukan
Verifikasi Lapangan

N1

Uy

Permohonan KKPRL diajukan secara elektronik
melalui aplikasi OSS / E-SEA

Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL tidak
dipungut biaya

Pungutan PNBP dikenakan apabila sudah
dinyatakan layak/direkomendasikan disetujui

Tarif PNBP PKKPRL sebesar Rp 1.868/m2
KKPRL dapat dimohonkan lebih dari satu kali

Verifikasi Lapangan bersifat Opsional (bila diperlukan)

o~ > :
T e peraciiak (O
s sali Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
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TERIMA KASIH

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hotline Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut +62 877-6225-0001

2008 EKONQMI BIRU v - panganbiry. 08

- e A
RRRRRRRRRRRRR INDONESIA EMAS \ POVERTY GROWTH
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